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ABSTRAK 

 

Manajemen resiko sangat berkaitan erat dengan fungsi perusahaan. Dalam 

dunia perbankan, resiko tidak bisa lepas dari kegiatan operasional nya, sehingga 

diperlukan sebuah manajemen resiko dalam sebuah lembaga keuangan perbankan. 

Fungsi dan peranan DPS pada bank syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan 

pengurusan risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi yang selanjutnya 

memberi kesan pada risiko lain, seperti risiko likuiditas. Kegiatan perbankan 

syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan 

selain dari hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti  riba, judi, spekulasi dan lain-

lain. Setiap kontrak dalam kegiatan bisnis, terutama kontrak-kontrak 

pengumpulan dan distribusi dana.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh kinerja 

Dewan Pengawas Syariah terhadap manajemen resiko pada Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah ? dan Apakah penerapan manajemen resiko yang dilakukan BPRS 

Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip syariah ? dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah variabel kinerja Dewan Pengawas Syariah berpengaruh 

terhadap manajemen resiko pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan untuk 

mengetahui apakah penerapan manajemen resiko yang dilakukan BPRS Bandar 

Lampung telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan satu 

variabel independen yaitu Kinerja Dewan Pengawas Syariah (X) dan satu variabel 

dependen yaitu manajemen resiko (Y). Alat pengolahan data menggunakan 

program spss yang kemudian dilakukan uji instrument menggunakan uji validitas, 

uji reliabilitas, dan berlanjut ke uji hipotesis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen resiko Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah dengan t hitung 7.477 > t tabel 1,665 dan nilai sig. 

sebesar 0,00 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Penerapan manajemen 

resiko yang dilakukan BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip syariah 

dengan menerapkan beberapa langkah dalam menangani pembiayan-pembiayaan 

yang bermasalah. Langkah-langkah yang dilakukan oleh BPRS Bandar Lampung 

dengan cara pertama Penagihan Intensif, yang kemudian akan dilanjutkan dengan 

Pemberian Surat Peringatan atau Teguran kemudian terakhir melalui proses 

revitalisasi. 
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MOTTO  

                                       

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

( Q.S. Al-Hasyr : 18 ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul „PENGARUH KINERJA DEWAN PENGAWAS 

SYARIAH TERHADAP MANAJEMEN RESIKO PADA BANK 

PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi pada PT BPRSyariah  

Bandar Lampung periode 2014-2018)”. Untuk menghidari kesalah 

pahaman dalam penfsiran arti, maka akan dijelaskan pengertian istilah 

tersebut.Adapun istilah-istilah tersebut: 

1. Pengaruh merupakan suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik, 

penelitian yang menemukan nilai 1 variabel trerhadap variabel lainnya..
1
 

2. Kinerja adalah gambaran kondisi rangkaian pencapaian selama satu 

periode yang mencakup beberapa aspek.
2
 

3. Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai wakil DSN pada lembaga 

keuangan syariah yang bersangkutan, dibentuklah dewan Pengawas 

Syariah (DPS).DPS bertugas mengawasi kegiatan usaha lrmbaga keuangan 

syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah di 

fatwakan oleh DSN. Sedangkan fungsi utamanya adalah sebagai penasehat 

dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan 

pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan 

aspek syariah dan sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam 

                                                             
1
.Sugiono,penelitian administratif (Bandung, Alfa Beta)h.7. 

2
Gustin Tanggulungan, “Komparasi Kinerja BankPemerintah dan Bank Swasta”, Seminar 

Nasional dan Call For Papers, Fakultas Ekonomi UNIBANK, 2012. 



2 

 

 
 

mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari 

LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3
 

4. Manajemen resiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap 

yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor dan mengendalikan 

eksposur organisasi terhadap resiko.
4
 

5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah lembaga keuangan syariah 

yang dalam kegiatan operasionalnya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran.
5
 

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini dilakukan untuk melihat 

pengaruh kinerja Dewan Pengawas Syariah terhadap manajemen resiko Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

a. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan lembaga keuangan bank 

yang bergerak di bidang Syariah dan seberapa jauh usahanya dengan 

mengukur manajemen resiko pembiayaan. 

b. Penulis tertarik melakukan penelitian di PT BPR Syariah Bandar 

Lampung karena merupakan Bank Syariah yang mayoritas sahamnya 

milik Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

 

 

                                                             
3
Andri Sumitra,bank dan lembaga keuangan syariah, (jakarta,Kencana,2016), hal.40. 

4
.Setia Mulyawan, Manajemen Resiko, (Bandung, Pustaka Setia,2015),h.46. 

5
Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
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2. Alasan Subjektif 

a. Sebagai syarat penulis menyelesaikan Strata Satu sesuai pada kajian 

ilmu penulis yaitu Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam. 

b. Permasalahan ini cukup menarik bagi penulis , dimana penulis ingin 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca sebagai 

pembelajaran mengenai pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap 

manajemen resiko pada BPR Syariah. 

C. Latar Belakang 

Islam memandang bumi dan segala isinya merupakan amanah dari 

Allah SWT. kepada manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini, untuk 

dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk 

mencapai tujuan yang suci ini Allah SWT. tidak meninggalkan manusia 

sendirian tetapi diberikannyalah petunjuk melalui rosul-Nya. Dalam petunjuk 

ini, Allah memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, 

akhlak maupun syariah. Dua komponen yang pertama bersifat konstan dan 

tidak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun 

komponen yang terakhir “syariah” senantiasa berubah sesuai kebutuhan dan 

taraf peradaban manusia, dimana seorang Rosul diutus. 

Pada dasarnya, setiap usaha yang dilakukan manusia tentunya 

senantiasa mengandung resiko didalamnya, apabila pengusaha tidak 

menyadari adanya resiko yang akan mereka hadapi akibat dari kebijakan yang 

diambil, maka tindakan yang mereka ambiltanpa memandang resiko maka 
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akibat nya akan berdampak pada memburuknya usaha yang dikelola. Resiko 

dapat merupakan akibat dari rencana yang tak terduga akan terjadi. Walaupun 

suatu kegiatan sudah direncanakan dengan baik, tetapi tetap mengandung 

ketidakpastian bahwa nanti akan terwujud sepenuhnya sesuai rencana.
6
Resiko 

merupakan bagian yang terpisahkan dengan kehidupan, karena segala 

aktifitas pasti mengandung resiko. Jadi resiko merupakan ketidakpastian atau 

kemungkinan terjadinya sesuatu yang apabila terjadi mengsakibatkan 

kerugian.
7
 

Manajemen resiko merupakan semua resiko yang terjadi di dalam 

masyarakat yang ditinjau dari manajemen perusahaan. Manajemen resiko 

sangat berkaitan erat dengan fungsi perusahaan. Dalam dunia perbankan, 

resiko tidak bisa lepas dari kegiatan operasional nya, sehingga diperlukan 

sebuah manajemen resiko dalam sebuah lembaga keuangan perbankan. 

Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik 

yang dapat diperkirakan atau yang tidak. Resiko-resiko tersebut tidak dapat 

dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. 

Pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

yangmenyebutkan bahwa bank syariah harus memiliki 3 orang Dewan 

PengawasSyariah (DPS). Peranan DPS sangat strategis dalampraktik 

                                                             
6

. Muhasmmad Yunus, “Manajemen Operasional Rental Mobil Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam”, (Skripsi S1 Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Raden Intan, Lampung. 2016), 

h.2 
7
. Soesino Djojosoedarso, Prinsip-prinsip Manajemen dan Resiko dan Asuransi, (Jakarta: 

Salemba Empat, 1999),h.2 
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kepatuhan syariah padainstitusi perbankan syariah di Indonesia. 

Pengawasansecaraetimologiberarti riqabah makna lughawi penjagaan, penyel

enggaraan dan pemantauan, sebagaimana firman Allah dalam surah An-

Nisa(4) ayat 1. 

                      

                       

Artinya:”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang 

menciptakan kamudari seorang diri, dan dari pada Nya Allah 

menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allagh 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 

nama Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 

hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu”
8
 

 

Pengawasandalam pengertian istilah syariah bermakna pemantauan 

(isyraf), pemeriksaan(muraja'ah) dan investigasi (fahsh) bertujuan untuk 

menjagamanfaat(mura'atmaslahah) dan menghindari kehancuran (idra’ 

mafsadah).Istilah pengawasanmenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) berasal dari perkataan awas yangbermaksud memberi perhatian 

dilihat dengan baik, dalam arti melihat sesuatudengan teliti dan menyeluruh, 

kegiatan yang tidak lebih daripada memberikanlaporan berdasarkan realitas 

sesungguhnya apa yang diawasi.Sedangkan dalambahasa Inggris disebut 

controlling diterjemahkan dengan istilah pengawasan danpengendalian, 

sehingga istilah controlling lebih luas artinya daripada pengawasan,tetapi di 

                                                             
8
. Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya,(Bandung: Diponegoro,2012),h. 
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kalangan pakar-pakar telah disamakan pengertian controlling ini 

denganpengawasan, jadi pengawasan termasuk pengendalian. Pengendalian 

berasal darikendali, supaya membayangkan pengendalian langsung, kegiatan 

perbaikan yangsalah dan meluruskan arah yang benar. 

Fungsi dan peranan DPS pada bank syariah, memiliki hubungan yang 

kuat dengan pengurusan risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi yang 

selanjutnya memberi kesan pada risiko lain, seperti risiko likuiditas. Kegiatan 

perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi 

ekonomi dan selain dari hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti  riba, 

judi,spekulasi dan lain-lain. Setiap kontrak dalam kegiatan bisnis, terutama 

kontrak-kontrak pengumpulan dan distribusi dana pada saat ini telah diatur 

dalam PBI No.7/46/PBI/2005 tentang Akad Pengumpulan dan Pembayaran 

untuk MenjalankanUsaha Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
9
 

Pada dasarnya, bisnis perbankan merupakan bisnis yang mengandung 

resiko. Setiap operasional perbankan selalu disertai resiko yang 

dikandungnya. Resiko selalu mengikuti potensi keuntungan yang akan 

didapat. Penyimpangan yang merugikan perusahaan juga dapat terjadi pada 

bank syariah. 

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti menyimpulkan 

judul penelitian yang diambil adalah “PENGARUH KINERJA DEWAN 

PENGAWAS SYARIAH TERHADAP MANAJEMEN RESIKO BANK 

                                                             
9
Imam Abdul Hadi, “Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN MUI) pada Bank 

Syariah”, JurnalEconomic, Vol. 1, No. 2, 2011, hlm. 2. 
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PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Studi pada PT BPR Syariah 

Bandar Lampung periode 2014-2018)”. 

D. Batasan Masalah 

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar 

penelitian dapat dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah 

dalam penelitian ini. Batasan masalah yang ditulis dalam penelitian ini yaitu 

mengukur tingkat NPF (Non Performing Financing) pada PT BPR Syariah 

Bandar Lampung. 

E. Rumusan Masalah 

Masalah adalah ketidak sesuaian antara teori dan praktik dilapangan. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh kinerja Dewan Pengawas Syariah terhadap 

manajemen resiko pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ? 

2. Apakah penerapan manajemen resiko yang dilakukan BPRS Bandar 

Lampung telah sesuai dengan prinsip syariah ? 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dan keguanaan 

penelitian adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap 

manajemen resiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 
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b. Untuk mengetahui penanganan manajemen resiko di Bank 

Pembiayaan Bank Syariah sudah sesuai dengan prinsip Islam. 

2. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang didapat, ada 2 kegunaan yang akan 

dijelaskan dibawah. 

a. Secara teoritis  

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pengaruh antara 

variabel yaitu dewan pengawas syariah dan manajemen resiko. Serta 

memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan dalam khasanah 

ekonomi Islam khususnya dan menambah literatur terhadap hal 

tersebut. 

b. Secara praktisi 

1) Bagi perusahaan diharapkan jadi informasi dan bahan masukan 

PT BPR Syariah Bandar Lampung 

2) Bagi instansi, berguna sebagai bahan informasi dan peneliti lain 

yang berkaitan dengan dewan pengawas syariah, manajemen 

resiko serta BPR Syariah. Disisi lain penelitian ini dapat 

menambah wawasan dan keputusan bagi pihak yang 

berkepentingan. 

3) Bagi penulis, penelitian ini untuk memenuhi syarat guna 

mendapat gelar Sarjana Ekonmi pada Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Dewan Pengawas Syariah 

1. PengertianDewan Pengawas Syariah 

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas 

mengawasi pelaksanaan keputusan DSN dilembaga keuangan syariah. 

DPS diangkat dan diberhentikan dilembaga keuanga syariah melalui 

RUPS setelah mendapat mandat dari DSN.
10

 

Dewan pengawas Syariah merupakan badan yang ada dilembaga  

keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN 

di lembaga keuangan syariah. DPS berkedudukan dibawah Rapat Umum 

Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam stuktur 

bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama DPS adalah 

mengawasi kegiatan usaha lembaga syariah agar sesuai dengan ketentuan 

dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Fungsi utama DPS 

adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan 

unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara 

lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam 

mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari 

lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa dari Dewan 

                                                             
10

Muhammad Firdaus dkk, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah. 

(Jakarta:Renaisan,2007),h.16 
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Pengawas Syariah. Posisi Dewan Pengawas Syariah  adalah wakil Dewan 

Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan 

Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. 

Menurut undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah setiap BUS dan UUS, wajib membentuk Dewan Pengawas 

Syariah yang secara umum bertugas untuk memberikan nasihat serta 

saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar tidak 

melenceng dari prinsip syariah
11

 

2. Sejarah Pembentukan 

Sekitar tahun 1990, perhatian umat Islam di Indonesia terhadap 

ajaran ekonomi Islam mulai berkembang. Melihat kenyataan seperti itu, 

MUI bersama institusi lain terutama Bank Indonesia memberikan respon 

positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya adalah lahirnya Bank 

Muammalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di 

Indonesia. Kelahiran bank syariah ini diikuti oleh bank-bank lain dan 

juga lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah takafful, 

dompet dhuafa, BPRS, BMT. 

Untuk meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang 

semakin besar, MUI pada Februari 1999 telah membentuk DSN. 

Lembaga ini beranggotakan para ahli hukum Islamn serta ahli dan 

praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan baik bank maupun non bank. 

                                                             
11

Imam Wahyudi dkk, Manajemen Resiko Bank Islam, (Jakarta:Salemba 

Empat,2013),h.156 
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Fungsinya untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan 

meningkatkan ekonomi umat. 

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah 

agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah, maka dibentuklah 

Dewan Pengawas Syariah. DPS merupakan lembaga kunci yang 

menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada surat keputusan DSN No. 3 

tahun 2000, dewan pengawas syariah adsalah bagian dari lembaga 

keuangan syariah yang bersangkutan dan penempatannya atas 

persetujuan DSN. 

Keberadaan DSN dan DPS dijamin oleh undang-undang nomor 10 

tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang 

perbankan masih harus memperbaiki petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

teknis. Hal ini dianggap penting agar para anggota dewan pengawas 

syariah yang ditempatkan dilembaga keuangan syariah bekerja 

semaksimal mungkin, efektif dan efisien.
12

 

3. Dasar Hukum 

Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan 

implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah SWT. yang ada dalam 

Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105 
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Muhammad Firdaus Dkk, Sistem dan Mekanisme Pengawas Syariah, (Jakarta:Renaisan, 

2007), h. 16. 
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                

               

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 

apa yang telah kamu kerjakan. 

 

Dasar hukum menurut Peraturan Bank Indonesia 

a. Peraturan Bank Indonesia No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 

tentan Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. 

b. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 

tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang 

berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu diubah dengan Peraturan Bank 

Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 Tentang 

Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip 

Syariah. 

4. Tugas dan Fungsi 

a. Tugas  Dewan Pengawas Syariah 

Menurut ketentuan Pasal 27 PBI No.6/24/PBI/2004 tugas DPS 

adalah: 

1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional 

bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN 

2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan 

produk yang dikeluarkan bank 
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3) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan 

operasional bank secara keseluruhan 

4) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-

kurangnya enam bulan didepan direksi, komisaris, Dewan 

Syariah Nasional dan Bank Indonesia 

5. Fungsi Dewan Pengawas Syariah  

a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit 

usaha dan pimpinan cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait 

dengan aspek syariah 

b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan 

Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran 

pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang 

mememerlukan kajian  dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional 

c. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga pada 

lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya 

d. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga 

keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan 

kepada Dewan Syariah Nasional 

e. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan 

pembahasan DSN
13

. 
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Widyaningsih Dkk, Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta:Kencana Pranada 

Media,2005),h.83. 
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6. Ruang Lingkup 

Di Indonesia ruang lingkup anggota DPS diajukan oleh manajemen 

bank syariah ke Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan bank 

Indonesia, kemudian akan ditetapkan oleh DSN setelah mendapatkan 

persetujuan dari Bank Indonesia. Jumlah anggota DPS berdasarkan PBI 

NO,6/24/PBI/2004 adalah minimal 2 orang dan maksimal 5 orang. Rapat 

Umum Pemegang Saham juga mempunyai kekuasaan untuk menentukan 

gaji bagi anggota DPS. DPS sebagai lembaga internal pengawas syariah 

independen harus beranggotakan ahli syariah yang memiliki pemahaman 

tentang hukum dagang positif serta terbiasa dengan kontrak bisnis.  

Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya akan dibantu oleh internal syariah reiview yang dilakukan oleh 

internal auditor untuk menilai kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-

prinsip dan aturan syariah. Dewan Pengawas Syariah akan memberikan 

arahan-arahan kepada internal auditor untuk melaksanakan internal 

auditor review dan melaporkan hasil penilaian dan pengujiannya kepada 

DPS. Dalam hal ini internal auditor berfungsi untuk menjembatani 

komunikasi antara DPS dan manajemen dalam melakukan kontrol atas 

seluruh aktifitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan 

syariah.
14
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http://novensuprayogi.blogspot.cpm/2008/03/dps-dan-pengawasan-internal-

syariah.html(diakses pada tanggal 7 November 2019 pukul 21:00) 

http://novensuprayogi.blogspot.cpm/2008/03/dps-dan-pengawasan-internal-syariah.html
http://novensuprayogi.blogspot.cpm/2008/03/dps-dan-pengawasan-internal-syariah.html
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B. Manajemen Resiko 

1. Pengertian Manajemen Resiko 

Kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris dari kata to manage, 

yaitu mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola. Manajemen 

dalam Bahasa Arab disebut dengan idarah. Idarah diambil dari perkataan 

adardasy-syai’a yang berarti penerbitan, pengaturan, pengurusan, 

perencanaan dan persiapan.
15

 

Resiko dalam lembaga keungan merupakan suatu kejadian 

potensial, baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak 

dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif terdapat 

pendapatan dan permodalan lembaga keuangan. Resiko-resiko tersebut 

tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan, oleh karena 

itu diperlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, menmantau dan 

mengendalikan resiko yang timbul. 

Menurut Bank Indonesia, resiko adalah potensi kerugian akibat 

terjadinya suatu peristiwa tertentu. Resiko dalam konteks perbankan 

merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan 

maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap 

pendapatan dan permodalan suatru bank
16

.Resiko yang sudah 

diperkirakan atau ecpexted losssudah diperhitungkan sebagai bagian dari 

biaya untuk menjalankan bisnis. Yang disebut resiko yang memerlukan 
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Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 

2006),h.14 
16

Ikatan bankir Indonesia, manajemen Resiko 1,(Jakarta, Gramedia, 2015),h.6. 
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modal untuk menutup resiko tersebut adalah apabila kerugian yang tejadi 

melebihi atau menyimpang ekspektasi tersebut, yaitu resiko yang tidak 

dapat diperkirakan (unexpected loss). 

Resiko juga bisa dianggap sebagai kendala/penghambat pencapaian 

suatu tujuan. Dengan kata lain resiko adalah kemungkinan yang 

berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin 

dicapai.Dalam upaya menerapkan manajemen resiko,bank harus dapat 

mengidentifikasi resiko dan memahami suluruh resiko yang melekat , 

termasuk resiko yang bersumber dari aktifitas cabang-cabang dan anak 

perusahaan. 

Ada beberapa definisi manajemen resiko adalah sebagai berikut: 

a. Manajermen resiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, 

pengukuran dan kontrol keuangan dari sebuah resiko yang 

mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau 

proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada 

perusahaan tersebut. 

b. Manajemen resiko juga merupakan suatu pendekatan yang 

komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan 

kerugian. 

c. Manajemen resiko juga merupakan suatu aplikasi dari manajemen 

umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur dan 

menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah 

organisasi. 
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d. Manajemen resiko dikakan sebagai suatu proses yang logis dalam 

usahanya untuk memahami eksposur terhadap suatu kerugian. 

e. Manajemen resiko adalah cara yang sistematis dalam memandang 

sebuah resiko dan menentukan dengan cepat penanganan resiko 

tersebut. 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen resiko 

adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dimiliki 

organisasi , untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur 

organisasi terhadap resiko.
17

 

Menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 

5/8/PBI/2003 ruang lingkup manajemen resiko pada penerapannya 

sekurang-kurangnya mencakup:
18

 

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; 

b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; 

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan 

pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen resiko; 

d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 

2. Landasan Hukum 

Dalam perspektif Islam, resiko bukan merupakan  kekhususan 

yang terdapat hanya pada sistem keuangan Islam saja. Resiko ada pada 

semua sistem keuangan, yakni resiko-resiko yang berkaitan dengan uang 

                                                             
17

.  Setia Mulyawan,Manajemen Resiko,(Bandung:Pustaka Setia,2015),h.47. 
18

Pasal 2 Ayat (2) PBI No. 5/8/PBI/2003 
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pemerintah, fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, kredit macet, kegagalan 

operasional, bencana alam, kejahatan orang lain. 

Selain itu, adanya kepuasan bahwa ketentuan illahiyah tersebut 

didasarkan pada upaya membantu mewujudkan tujuan-tujuan 

kemanusiaan. Diantaranya adalah keadilan, hal ini terdapat dalam firman 

Allah SWT dalam surat Al-Hadid ayat 25 yaitu: 

                   

                    

          

Artinya:Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan 

membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan 

bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya 
manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan 

besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai 

manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi 

itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong 

(agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak 

dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha 

Perkasa. 

Menurut ayat diatas, bank harus memperhatikan dengan sungguh–

sungguh potensi resiko yang dihadapi dengan mengembangkan sistem 

untuk mengidentifikasi, mengontrol dan mengelola resiko-resiko 

tersebut. Oleh karena itu, otoritas pengawasan juga harus mengenal baik 

karakter resiko bank Islam dan turut serta dalam mengembangkan 

manajemen resiko yang efisien. 
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3. Macam-macam Resiko 

a. Manajemen resiko pembiayaan adalah resiko yang disebabkan oleh 

kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya.Dalam bank 

syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko produk dan resiko 

terkait pembiayaan. 

b. Manajemen resiko pasar adalah resiko kerugian yang terjadi 

portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel 

pasar. 

c. Manajemen resiko likuiditas adalah resiko yang terjadi disebabkan 

oleh ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajiban pada saat 

jatuh tempo. 

d. Manajemen resiko operasional adalah resiko yang disebabkan oleh 

ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, 

kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank. 

e. Manajemen resiko hukum adalah resiko yang disebabkan oleh 

kelemahan yuridis seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan 

peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan 

perjanjian seperti seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu 

perjanjian atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. 

f. Manajemen resiko reputasi adalah resiko yang terjadi karena 

menyebarnya informasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank 

atau adanya persepsi negatif terhadap bank. 
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g. Manajemen resiko strategis adalah resiko yang terjadi karena adanya 

penerapan dan pelaksanaan strategi yang tidak tepat dari bank, 

pengambilan keputusan yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi 

atau tidak melaksanakan perubahan undang-undang dan ketentuan 

lain yang berlaku. 

h. Manajemen resiko kepatuhan adalah resiko yang disebabkan karena 

tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan 

internal atau pun eksternal. 

i. Manajemen resiko imbal hasil adalah resiko akibat perubahan 

tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi 

perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran 

dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga 

bank. 

j. Manajemen resiko investasi adalah resiko akibat bank ikut 

menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dengan basis 

bagi hasil.
19

 

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

6. Pengertian 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah lembaga keuangan 

syariah yang dalam kegiatan operasionalnya tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran.
20

Bank syariah yang terdiri dari BUS, 
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Muhammad Iqbal Fasa,”Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonsia”,Jurnal 

Studi dan Ekonomi Islam,Vol.1, No.2, Desember 2016,h.41. 
20

Undang-undang no. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 
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UUS, dan BPRS pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama 

dengan Bank Konvensional yaitu melakukan penghimpunan dan 

penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan 

lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaqha bank syariah, 

UUS dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, 

disamping harus sesuai denganm prinsip hukum islam juga karena dalam 

prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan 

variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk Bank 

Konvensional.
21

 

7. Tujuan 

Setiap lembag baik lembaga keuangan atau lembaga buka 

keuangan memiliki suatu tujuan operasional. Tujuan operasional akan 

memberikan gambaran bagi perusahaan tentang prospek kedepan yang 

akan dicapai.
22

Adapun yang menjadi tujuan operasional BPRS yaitu: 

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama 

kelompok masyarakat ekonomi golongan lemah yang pada 

umumnya berada didaerah pedesaan; 

b. Menambah lapangan kerja terutama tingkat kecamatan, sehingga 

mengurangio arus urbanisasi; 
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Andri Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta, Kencana, 2016) hal.69 
22

 Warkum Sumitro, asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, 

(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004),h.129. 
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c. Membina Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam 

rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup 

yang memadai. 

8. Modal Pendirian 

Untuk mendirikan BPRS miodal yanmg disetor paling sedikit 

menurut POJK No.3/POJK.03/2016 tentang BPRS ditetapkan sekurang-

kurangnya
23

: 

a. Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliyar rupiah), bagi BPRS yang 

didirikan di zona I; 

b. Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliyar rupiah), bagi BPRS yang 

didirikan di zona II; 

c. Rp 5.000.000.000,00 (lima miliyar rupiah), bagi BPRS yang 

didirikan di zona III; 

d. Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliyar lima ratus juta rupiah),  bagi 

BPRS yang didirikan di zona IV. 

 Pembagian zona wyang dimaksud ditentukan berdasasarkan 

potensi ekonomi wilayah dan tingkat persaingan lembaga keuangan 

diwilayah yang bersangkutan. 

9. Kegiatan Usaha 

Menurut pasal 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, kegiatan BPRS meliputi
24

 : 
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016 Tentang BPRS 
24

Sutan Remy Sjahbeini, Perbankan Syariah, Edisi Pertama, 

(Jakarta:Kencana,20140,h.106. 
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a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: 

1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan akad Wadi’ahatau akad lain yang tidak bertentangan 

dengan prinsip Syariah; 

2) Investasi berupa deposito, tabungan atau simpana bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Mudharabah 

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: 

1) Pembiayaan bagi hasil dengan prinsip mudharabah atau 

musyarakah; 

2) Pembiayaan dengan prinsip murabahah, salam atau istishna; 

3) Pembiyaan sewa barang bergerak atau tidak bergerak dengan 

menggunakan akad Ijarah; 

4) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah 

5) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan 

berdasarkan aklad wadi’ah atau investasi bewrdasarkan akad 

mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan derngan 

prinsip syariah 

6) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun 

untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum 

Konvensional dan UUS 
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7) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank 

lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah yang berdasarkan 

persetujuan Bank Indonesia. 

c. Kegiatan Yang Dilarang 

Berdasarkan PBI Nomor 15/11/PBI/2013 Tentang Prinsip 

Kehati-hatian dalam kegiatan usaha yang tidak diperkenankan 

dilakukan oleh BPRS adalah:
25

 

1) menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu 

lintas pembayaran, 

2) melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing, 

3) melakukan penyertaan modal, 

4) melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha. 

10. Produk-produk BPRS 

Produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS secara garis besar 

adalah sebagai berikut: 

a. Mobilisasi Dana Masyarakat 

Bank akan mengarahkan dana masyarakat dalam berbagai 

bentuk seperti menerima simpanan wadi’ah, menyediakan fasilitas 

tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat dipergunakan 

untuk menitip shadaqah, infak, zakat, mempersiapkan ongkos naik 

haji, merencanakan qurban, aqiqah, khitanan, mempersiapkan 

pendidikan, pemilikan rumah, kendaraan dan lain-lain. 
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Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Zikrul 

Hakim,2008),h.38 
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b. Simpanan Amanah  

Bank menerima titipan amanah berupa infak, shadaqah dan 

zakat. Akad penerimaan titipan ini adalah wadi’ah, yaitu titipan yang 

tidak mengandung resiko. Bank akan memberikan kader profit dari 

bagi hasil yang di dapat bank melalui pembiayaan yang diberikan 

kepada nasabah. 

c. Tabungan Wadi’ah 

Bank menerima tabungan, bank pribadi ataupun badan usaha 

dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini adalah 

wadi’ah yaitu titipan-titipan yang tidak mengandung resiko kerugian 

dan bank akan memberikan profit kepada penabung yang 

diperhitungkan secara hatian dan dibayar setiap bulan. 

d. Deposito Wadi’ah atau Deposito Mudharobah 

Bank menerima deposito berjangka baik pribadi maupun badan 

lembaga. Akad penerimaan dana masyarakat berjangka satu bulan, 

tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan dan seterusnya sebagai 

penyertaan sementara pada bank. Deposan yang akad depositonya 

wadi’ah mendapatkan nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari 

mudharobah bagi hasil yang diterima bank dalam pembiayaan 

nasabah yang dibayar setiap bulan. 
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e. Penyaluran Dana  

1) Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian antara 

pemilik dan dengasn pengelola dana yang keuntungan dibagi 

menurut nisbah yang telah disepakati bersama di muka. Apabila 

terjadi kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dan, 

sedangkan bank menanggung pelayanan material dan 

kehilangan imbalan kerja. 

2) Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian antara 

pengusaha dengan bank, dimana modal dari kedua belah pihak 

digabungkan untuk usaha tertentu yang dikelola secara bersama-

sama, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai 

kesepakatan dimuka. 

3) Pembiayaan Ba’i Bitsamana Ajil 

Pembiayaan ba’i bitsaman ajil adalah proses jual beli 

antara bank dengan nasabah, dimana bank akan menalangi lebih 

dahulu kepada nasabah dalam pembelian suatu barang tertentu 

yang dibutuhkan kemudian nasabah akan membayar harga pasar 

san keuntungan yang disepakati bersama. 

4) Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang 

disepakati antara bank dengan nasabah dimana bank 
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menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau 

modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar 

kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank 

ditambah margin keuntungan pada saat jatuh tempo). 

Murabahah hampir sama dengan ba’i bitsaman ajil, bedanya 

adalah dalam hal pembayaran. Pada akad murabahah dilakukan 

oleh nasabah sebelum jatuh tempo pada waktu yang telah di 

sepakati. 

5) Pembiayaan Qordul Hasan 

Pembiayaan qordul hasan adalah suatu perjanjian antara 

bank dengan nasabah yang layak menerima pembiayaan 

kebijakan dimana nasabah yangmenerima hanya membayar 

pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS. 

Adapun sasaran BPRS adalah pengusaha kecil dan sektor informal 

serta masyarakat lain yang mnghadapi problem modal dengan prospek 

usaha yang layak. Jangka waktu kredit meliputi: jangka pendek (kurang 

dari satu tahun), jangka menengah (satu sampai tiga tahun), dan jangka 

panjang (lebih dari tiga tahun). Agunan yang diutamakan pada dasarnya 

adalah usaha atau proyek yang dibiayai oleh pembiayaan sendiri. 

D. Tinjauan Pustaka 

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Bagya Agung Prabowo dan 

Jasri Bin Jamal dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Dewan 

Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan 
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Syariah di Indonesia”bahwasannya fungsi dan peran DPS dalam perbankan 

syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen resiko perbankan 

syariah, yaitu resiko reputasi yang pada gilirannya mempengaruhi resiko 

lainnya, seperti resiko reputasi. Pelanggaran keputusan syariah yang 

dibiarkan oleh DPS jelas akan merusak citra dan kredibilitas perbankan 

syariah di mata publik, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat 

terhadap perbankan syariah tersebut. Untuk alasan ini peran DPS pada 

perbankan syariah benar-benarharus dioptimalkan. Antaranya kualifikasi 

pengangkatan DPS harus diperketat melalui proses yang selektif agar terpilih 

DPS yang mampu mengawasi dan mengawal operasional perbankan syariah 

sesuai prinsip-prinsip syariah.
26

 

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Khotibul Umam, dalam 

penelitiannya yang berjudul “ Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas 

Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah” bahwa 

standarisasi Dewan Pengawas Syariah perlu mendapat perhatian khusus 

mengingat kapasitas mereka sebagai pihak audit kepatuhan syariah yang 

memberikan jaminan kepada masyarakat atas kehalalan inverstasi dan 

aktivitas ekonomi di lingkungan keuangan syariah. Keberadaan standarisasi 

Dewan Pengawas Syariah akan menjadi keniscayaan mengingat bentuk jasa  

yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah menyangkut penegasan 

tentang suatu kualitas pernyataan keseuaian syariah yang harus 

                                                             
26

.Bagya Agung Prabowo dan Jasri bin Jamal, “Pengaruh Dewan Pengawas Syariah 

Terhadap Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, jurnal hukum ius quia 

faqulty of law, volume 24(januari 2017),h.15. 
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mempertanggung jawabkan asersi tersebut kepada  pihak lain, baik 

masyarakat maupun regulator yang mengawasi kinerja dan lembaga keuangan 

syariah seperti Dewan Syariah Nasional, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 

Keuangan.Dengan memasukkan Dewan Pengawas Syariah kedalam sekolah 

profesi di perguruan tinggi, niscaya akan meningkatkan profesionalisme 

Dewan Pengawas Syariah.
27

 

Penelitian ketigaa yang dilakukan oleh Rizky Ramadiyah dalam 

penelitiannya yang berjudul “Model Sistem Manajemen Resiko Perbankan 

Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat” bahwa manajemen  resiko 

merupakan bagian yang sangat penting dalam transaksi usaha masyarakat 

pada Bank Syariah. Bank Syariah akan menghadapi : (1) resiko sebagaimana 

yang dihadapi oleh bank komersial, kecuali bunga serta (2) resiko-resiko yang 

unik dan khusus menurut karakter sistem bagi hasil: mudharobah dan 

musyarokah. Resiko pertama (tidak terbatas hanya) akan terdiri dari resiko-

resiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategi dan 

kepatuhan. Sementara resiko kedua terdiri dari investasi ekuitas dan resiko 

tingkat return. Resiko-resiko tersebut akan dikelola oleh bank dcengan 

melakukan ketentuan dan prinsip dalam syariah Islam serta memenuhi 

ketentuan berlaku tentang penerapan manajemen resiko pada bank. Bank juga 

akan memerlukan keahlian khusus untuk mengelola sistem bagi hasil dan 

resikonya berupa pengetahuan yang cukup tentang esesnsi bank syariah dan 
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.Khotibul Umam,“Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan 

Kualitas Audit Kepatuhan Syariah”, jurnal perhimpunan mahasiswa hukum Indonesia, vol.1, no.2, 

juni 2015,h.135. 
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kegiatan bisnis. Karena resiko yang dihadapi tiap-tiap bank syariah memiliki 

fitur yang berbeda, bank harus menetapkan sistem manajemen resiko yang 

sesuai dengan kebutuhannya dan sistem tersebut berupa satu kesatuan siitem 

kerja bank syariah.
28

 

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Ferry Prasetia dan Kanda 

Diendtara dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengukuran Efisiensi 

Perbankan Syariah Berbasis Manajemen Resiko”bahwa pengukuran tingkat 

efisiensi perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan manajemen 

resiko. Berdasarkan penelitian hasil DEA, efisiensi kinerja bank-bank syariah 

dan unit usaha syariah yang berstatus devisa di Indonesia menunjukkan 

bahwa rata-rata memiliki nilai efisiensi yang tinggi selama periode penelitian 

dibandingkan dengan bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.
29

 

Penelitian kelima oleh Eko Adi Widianto dalam penelitiannya yang 

berjulul “Peranan Independensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap 

Loyalitas Penerapan Syariat Islam”menyimpulkan bahwa independensi DPS 

dapat dilihat dari ketaatan suatu organisasi atau badan usaha (bank syariah) 

dalam menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. 

Atas dasar tersebut, keputusan atau fatwa yang dikeluarkan tidak terpengaruh 

oleh desakan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini manajemen tempat DPS 

bekerja meski ketegangan antara pihak manajemen bank dan DPS kadang 

masih terjadi. Tekanan umumnya disebabkan karena pihak bank lebih 
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menekankan terhadap aspek finansial dari pada aspek religius. Hal ini 

merupakan dilema bagi DPS. Laporan yang menghasilkan pelanggaran akan 

merugikan bank tempat DPS bekerja. Selain itu juga motif untuk melindungi 

tempat bekerja mungkin saja sebagai motivasi mengabaikan aspek religius 

dalam penerapan Syariat Islam. 

Bank Indonesia yang membawahi asapek syariah perlu mencari solusi 

bagaimana hal yang bisa menjadi perdebnatan ini bisa diselesaikan dengan 

segera. Langkah-langkah prefentif mungkin bias diawali dengan cara 

memberikan wacana untuk membentuk sebuah lembaga independen yang 

khusus mengawasi ketaatan penerapan prinsip syariah dikemudian hari. 

Mungkin dengan tindakan ini, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat 

akan perbankan syariah di Indonesia dapat lebih baik dari sebelumnya. Lebih 

penting dari tersebut, hal ini diharapkan akan mengembangkan sosialisasi, 

generalisasi dan peningkatan kepercayaan terhadap perbankan syariah di 

Indonesia secara signifikan.
30

 

E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Hipotesis juga bisa diartikan sebagai hubungan antara 1 variabel 

dengan variabel lain yang bersifat sementara atau bersifat dugaan atau yang 

masih lemah. 
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H0 = Tidak terdapat pengaruh antara kinerja Dewan Pengawas Syariah 

terhadap manajemen resiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Ha = Terdapat pengaruh antara Dewan Pengawas Syariah terhadap 

manajemen resiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

 

 

 

 

  


